SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52/PUU-1X/2011 yang menyatakan
membatalkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf ¢
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan perlu diubah;

bahwa guna mendorong aktifitas dan kegiatan
penyelenggaraan hiburan di masyarakat maka perlu
untuk meninjau kembali tarif Pajak Hiburan;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4740);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5772);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.



Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010
Nomor 6), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 25,
angka 26, angka 32, dan angka 33 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan vyang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi  sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.

7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak
adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

8. Hiburan adalah semua  jenis tontonan,
pertunjukan, permainan, dan/atau Kkeramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

9. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau
Badan yang menyelenggarakan hiburan baik
untuk dan atas nama sendiri, atau untuk dan
atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

10. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang
yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat
dan/atau mendengar atau menikmatinya, atau
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh
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penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara,
kaiyawan, artis, dan petugas yang menghadiri
untuk melakukan pengawasan.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang
sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
dapat dipergunakan untuk menonton
menggunakan atau menikmati hiburan.

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau
Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak,
dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan yang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang.

Tahun Pajak Daerah adalah jangka waktu yang
lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

Pajak Daerah yang Terutang adalah Pajak yang
harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian Kkegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek
Pajak, penentuan besarnya Pajak yang Terutang
sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak, serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vyang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek
Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya
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sanksi administratif, dan jumlah yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok
Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak,
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah surat keputusan vyang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat
Pemberitahuan Pajak terutang, surat ketetapan
Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, atau SKK.

Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya
disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah  putusan Badan
Peradilan Pajak atas banding terhadap surat
keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan, meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
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pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi,
serta menemukan tersangkanya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar
utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia dan Pejabat PPNS tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat Pejabat PPNS Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Perundang-undangan lainnya.

Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)
)

Pasal 2
Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut Pajak atas
setiap penyelenggaraan Hiburan.

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau
busana,;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya,;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab  malam, dan
sejenisnya;
sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan billiar dan boiling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan
permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan
pusat kebugaran [fitness center)-, dan

J. pertandingan olahraga.



Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

a.
b.

tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana

meliputi:

1. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau
busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
(nol persen);

2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau
busana berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh
persen);

3. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau
busana berkelas internasional sebesar 20% (dua
puluh persen).

kontes kecantikan meliputi:

1. kontes kecantikan Dberkelas lokal/tradisional
sebesar 0% (nol persen);

2. kontes kecantikan berkelas nasional sebesar
10% (sepuluh persen);

3. kontes kecantikan  berkelasinternasional
sebesar 20% (dua puluh persen).

pameran sebesar 10% (sepuluh persen);

diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya

sebesar 70% (tujuh puluh persen);

sirkus, akrobat, sulap dan Jlomba binaraga

meliputi:

1. sirkus, akrobat, sulap dan lomba binaraga yang
berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol
persen);

2. sirkus, akrobat, sulap dan lomba binaraga yang
berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);

3. sirkus, akrobat, sulap dan lomba binaraga yang
berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh
persen).

permainan bilyar dan bowling yang mengunakan
pendingin udara (Air Conditioner) dikenakan pajak
sebesar 20% (dua puluh persen) dan permainan
bilyar dan bowling yang tidak menggunakan
pendingin udara (Air Conditioner) dikenakan pajak
sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar

20% (dua puluh persen);

permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh

persen);

Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat

kebugaran (fitnes center) sebesar 35% (tiga puluh

lima persen);

Pertandingan olah raga meliputi:

1. Pertandingan olah raga yang berkelas
lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);

2. Pertandingan olah raga yang berkelas nasional
sebesar 2% (dua persen);



3. Pertandingan olah raga yang berkelas
internasional sebesar 5% (lima persen).

Pasal Il

Peraturan  Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Februari 2018
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH :( 1/2018 )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Ba$*i*.n Hukum

ZULF"KAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1009



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

UMUM

Berdasarkan kajian terhadap objek dari Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yaitu permainan
golf, berkaitan dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
52/PUU-1X/2011 tanggal 18 Juli 2016 menyatakan bahwa membatalkan
Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 telah lebih
dari 3 (tiga) tahun diberlakukan maka layak untuk melakukan peninjauan
terhadap struktur tarif Pajak Hiburan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka disusunlah
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak Hiburan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup jelas.
Pasal Il

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 79



